PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN
BERKEDOK INVESTASI
(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)

SKRIPSI

[ bisiais |
AR-RANIRY

Diajukan Oleh:

RISA WAHYUNI

NIM. 180104100
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/1442 H



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN
BERKEDOK INVESTASI
(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam [lmu Hukum Pidana Islam

oleh:

RISA WAHYUNI

NIM. 180104100
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I, Pembimbing I1,

Muhammad Syuib, S.HI..M.H. Nahara Erivanti, S.H.I.M.H.
Nip: 198109292015031001 NIDN: 2020029101




PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN
BERKEDOK INVESTASI
(Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal  : Jum’at /09 Desember 2022 M
15 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Sekretaris,

Al

" Nahara Envanti,S.HI. M.H.

NIP : 198109292015031001 NIDN: 2020029101

Muslem,M.A M.
NIDN: 2011057701 NIP : 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Istaqy Neggsh Ar-Raniry Banda Aceh

M' - Kamardgzaman, M.Sh &
IP. ‘w7809 72009121006



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

JIn.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp0651-7557442 Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya llmiah
Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Risa Wahyuni

NIM : 180104100

Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggung jawabkan;

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli

atau tanpa izin pemilik karya.

Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas

karya ini.

o s

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap
untuk dicabut gelarak ademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan
yang berlaku di Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini
saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2022
Yang menyatakan,

: one g zo
i METERAI
i TEMPEL

b E6AKX113089543

k
= Risa Wahyuni



ABSTRAK

Nama : Risa Wahyuni

NIM : 180105100

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok

Investasi (Study Penipuan Investasi oleh Yalsa Boutique
Muslimah Banda Aceh).

Pembimbing | : Muhammad Syuib, S.HI.,M.H
Pembimbing Il : Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H
Kata Kunci : Hukum, Penipuan, Investasi, Yalsa Boutique Muslimah

Saat ini banyak pelaku bisnis yang merubah arah bisnisnya dengan
memamfaatkan tekNomorlogi informasi atau biasa disebut dengan bisnis online,
termasuk bisnis investasi. Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan
memperoleh keuntungan yang lebih banyak, namun banyak masyarakat yang
tergiur, dengan tidak hati-hati sehingga menjadi korban penipian berkedok
investasi. Banyaknya penipuan berkedok investasi, seperti di Aceh yang
dilakukan oleh Yalsa Boutique telah menimbulkan kerugian yang besar bagi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus yang digunakan
Yalsa Boutique dalam penipuan berkedok investasi dan untuk mengetahui
penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong oleh Yalsa Boutique
Muslimah di Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi,wawancara dan dokumentasi di lokasi peneliian di Pengadilan
Tinggi Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus yang digunakan
Yalsa Boutigue dalam penipuan berkedok investasi ini dilakukan dengan tawaran
bahwa akan melipatkan keuntungan bagi korban terhadap hasil dari investasi yang
diberikan, sehingga dengan demikian korban tidak perlu berkerja hanya
menunggu hasil untuk diperoleh yang pasti akan meningkat dari
sebelumnya.Sedangakan penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong
oleh Yalsa Boutique Muslimah di Banda Aceh menurut hukum positif diatur
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat(1). Pada
Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang seseorang dipidana sebagai pembuat
(dader) suatu perbuatan pidana apabila mereka yang melakukan, menyuruh
melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Pada Pasal 378 KUHP hanya
membahas tindak pidana secara pokok dan pada Pasal 64 ayat (1) dijelaskan
bahwa apabila terdapat gabungan tindak pidana maka yang diterapkan adalah
ancaman tindak pidana pokok yang paling berat. Sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana penipuan yaitu penjara paling lama 4 tahun.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
KNomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan —— Gabungan
Huruf Huruf
¢ 8|
- Fathah dan ya Al
3
Fathah dan wau Au
Contoh:

i - kaifa Jst :haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau i
ya
Tle Kasrah dan ya I
o Dammah dan waw |[U
Contoh:
Jé - gala
Y] . rama
Jab L qila

J¢  :yagilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (¢) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat

sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti

olehkata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata ituterpisah maka ta marbutah (¢) itu ditransliterasikan dengan
ix



h. Contoh:

Lay, Jukl) = Raudah al-atfal / raudatul atfal
A4l 5, 9dall = Al-Madinatul Munawwarah
dalh = Talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing..................

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian ..........................

Xi



DAFTAR ISl

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING ...
PENGESAHAN SIDANG ...
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ...
ABSTRAK ... oa R ...
KATA PENGANTAR .. . .................connnnnrennenns
PEDMOAN TRANS LSRR RS . ........................
DAFTAR LAMPIR AN, Sl ........................
DAFTAR S| 4SS, Sy . By g, ...............
BAB SATU PENDAH BISER NEY .. B L . P ...
AnEatar Belak@ngiifiasiang, . . SR, ...
B. Rumjusgn Masaladh 8.4, L. .V K. e
@RTUjLan Renc Lifial .. J . N, . B .
D} WRenjelasam Istilal .. &................. 8. . #F.............. 1.
ER Kp Pusike. . e .. f R .
ERRM e tQOSEENe litTan,....... . JF. ... S, ..
G. Sistematika Pembahasan..............ccccvvveeiiieniieenineannn.
BAB DUA PENEGA RGN HISEREN ... ... ASSESinnnneny...
A. Teori Penegakan HuKuM...........cccooviveeiineeciineinn,
B. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

C.

D.
E.

FOKUNIL.. . o, . e . ...
Pengertian Bantuan HUKUM .............ccccoeeevevieneinnnen,
1. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.
2. Dasar Dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum....
Pengertidn Peldamaian A 58 K. . So0.................
Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan

EIGEG, 0 RN

BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............

A.
B.

C.

Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh............cc........
Modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam
Penipuan Berkedok Investasi ............cccccovvvveeinnenne,
Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Bisnis Berkedok INVEStasi ..........cceovveivieiiesiieiinnne,

xii



BAB EMPAT PENUTUP..

A KesSImpulan.........ooeiiiiiii e,

B. Saran.....
DAFTAR PUSTAKA ...........

DAFRA RIWAYAT HIDUP

xiii



BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan ekoNomormi global membawa perubahan yang cepat pada
sistem bisnis yang semula masih menggunakan cara konvensional, berubah
menjadi bisnis yang menggunakan tekNomorlogi dan informasi. Hal ini tentunya
membawa pengaruh yang besar serta menciptakan banyak peluang-peluang baru
dalam setiap aktifitas masyarakat. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah
serta dapat diakses dengan sangat mudah memberikan keleluasaan bagi kita
sebagai pengguna maupun yang berperan dalam pemberian layanan dan informasi
itu sendiri.

Saat ini banyak pelaku bisnis yang merubah arah bisnisnya dengan
memamfaatkan tekNomorlogi informasi atau biasa disebut dengan bisnis online,
mulai dari bisnis retail, marketplace, tranportasi online serta masih banyak
layanan-layanan lainnya yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah
konsumen serta memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam
layanannnya. Dengan tujuan mempermudah serta akses yang luas masyarakat
pastinya respon masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan yang sejenis ini.

Pemamfaatan layanan bisnis online tidak hanya sekedar dalam bentuk
penjualan produk ataupun penyedia jasa tranportasi, sekarang ini sudah sangat
banyak kita lihat berbagai aplikasi atau platform online yang menyediakan
layanan investasi. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal
dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak
tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh
keuntungan selama jangka waktu tertentu. Investasi dapat diartikan sebagai janji

untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan keuntungan



dimasa depan. Dengan kata lain, investasi adalah janji mengorbankan konsumsi
hari ini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan.®.

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan
yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program
investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka
akan barang dan jasa di masa yang akan datang. Misalnya, banyak orang
berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil dan anak-anak
untuk biaya pendidikan, dana pensiun dan jaminan hari tua.

Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat
masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih
sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan
uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak
memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta
risiko-risko yang dapat terjadi hingga ahirnya banyak yang terjebak kedalam
penipuan invesatasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tampa
risiko.

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan
kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat
total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4
triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011
hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk
melindungi investor. Dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal
28 undang-undang OJK.. Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang produk jasa keuangan. Meminta Lembaga jasa keuangan

menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat?.

! Didit Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong,
(Yogyakarta: Gosyen Publishing 2013).

2 https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp-
117-triliun-dalam-10-tahun diakses pada 6 Nomorvember 2021.
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Tujuan investasi tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik
investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum
investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekoNomormian
nasional. Pada dasarnya dampak negatif dari penipuan investasi adalah
menjamurnya dan berkembangnya pelanggaran sistem hukum nasional, seperti
pelanggaran ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 jo.
Undang-Undang Perbankan Nomormor 10 Tahun 1998.

Ketentuan yang mengatur tentang penipuan dalam KUHP (selanjutnya
disebut KUHP) belum dapat mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sistem
elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui online media juga
menggunakan email untuk berkomunikasi dengan korbannya. Menurut ketentuan
Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomormor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomormor 19 Tahun 2016
(selanjutnya disebut Undang-Undang tentang TI) mengatur bahwa transaksi
elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh komputer atau sarana
elektronik lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia
belum secara khusus menyediakan investasi online dan perlindungan hukum bagi
korban penipuan investasi online.

Dalam pulikasi OJK, telah tercat 126 daftar investasi ilegal yang ditutup
oleh OJK melalui satgas waspada investasi. Daftar perusahaan ini meliputi 126
fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan
gadai tanpa izin. Kegiatan investasi ilegal ini dilakukan oleh pihak pelaku dengan
berbagai cara mulai dari mengajak secara lansung ataupun penawaran melalui
sosial media. Pasal 43 POJK 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang

berbasis tekNomorlogi informasi mengatur bahwa tidak diperbolehkan



memberikan layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana
komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.®

Maraknya penipuan berkedok investasi tentunya harus menjadi perhatian
yang besar bagi pihak pemerintah dan juga OJK selaku regulator dalam
pengaturan mengenai penegakan hukum serta perlindungan bagi korban tindak
pidana penipuan berkedok investasi. Untuk tahap pertama, mewakili layanan
investasi, Badan Penasihat Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya
pencegahan sebagai bentuk perlindungan negara bagi masyarakat terhadap
penipuan agen investasi ilegal. Anggota kongres mengingatkan hadirin bahwa
dampak investasi ilegal akan sangat terasa. Untuk itu, BKPM oleh Permendag
Nomor.96/M-DAG/PER/12/2014 juncto Nomor.10/M-DAG/PER/11/ 2015 telah
memiliki kewenangan tentang penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan
Langsung (SIUPL). BKPM sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk
mencegah tindakan investasi ilegal.selain itu, sebagai tindakan pencegahan,
BKPM telah bergabung dengan satuan tugas Waspada Investasi untuk
mengoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan kegiatan ilegal di bidang
penghimpunan dan pengelolaan dana publik. Hal ini dilakukan oleh BKPM
melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat.*

Pengaturan umum tentang investasi di Indonesia adalah berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara
garis besar membedakan investasi lansung dari luar negeri (foreign direct
investment/FDI) dan investasi secara tidak lansung. pengaturan hukum investasi
secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun

3https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-
Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-1legal-dan-32- Investasi- Tanpa-Izin-.aspx
diakses pada 6 Nomorvember 2021
“nhttps://www.hukumonline.com/berita/baca/It592814d142927/mencermatiaspek-
pencegahan-danpenindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/ diakses pada 6 Nomorvember
2021.
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https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermatiaspek-pencegahan-danpenindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermatiaspek-pencegahan-danpenindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/

1998 Tentang perbankan, Maupun menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai
bank umum maupun sebagai bank pengkreditan rakyat serta sebagai bank umum
syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.

Investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa
pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum
perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1998 jo
Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, serta melanggar
ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor.21 Tahun 1998 Tentang Perbankan
syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal
378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan
penipuan investasi.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang banyak terjadi kasus penipuan
berkedok investasi atau biasa disebut dengan penipuan investasi. Salah satu kasus
di Aceh adalah penipuan investasi Butik Yalsa. Toko yang bergerak di bidang
industri busana muslim ini awalnya diduga melakukan kegiatan penipuan
berkedok investasi setelah seorang anggota/agen melaporkan usahanya tersebut
ke Polda Aceh. Pada awal perdagangan, Yalsa Butik menjanjikan keuntungan 30-
50% kepada anggota atas pengembalian investasi mereka dan akan dibayarkan
dalam waktu 2 bulan setelah investasi. Butik Yalsa menggalang dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi hingga Rp 164 miliar dari 202
(dua ratus dua) reseller dan sekitar 17.800 (tujuh belas ribu) anggota.
Pengumpulan dari masyarakat dilakukan oleh Yalsa Boutique tanpa izin usaha
dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Desember 2019
hingga Februari 2021.°

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat banyak penipuan

berkedok investasi dan menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat,

5> https://regional.kompas.com/read/2021/03/20/130017678/investasi-bodong-berkedok-
butik-suami-istri-pemilik-yalsa-boutique-ditahan diakses pada 6 Nomorvember 2021.


https://regional.kompas.com/read/2021/03/20/130017678/investasi-bodong-berkedok-butik-suami-istri-pemilik-yalsa-boutique-ditahan
https://regional.kompas.com/read/2021/03/20/130017678/investasi-bodong-berkedok-butik-suami-istri-pemilik-yalsa-boutique-ditahan

berdasarkan ini penulis mengakat penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Studi Penipuan Investasi
Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari permasalahan di atas, ada beberapa rumusan maslaah yang
penulis kerucutkan, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam penipuan
berkedok investasi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong oleh
Yalsa Boutique Muslimah di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis membuat tujuan dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam
penipuan berkedok investasi
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong

oleh Yalsa Boutique Muslimah di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah
Untuk lebih memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari
pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah.
Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:
1. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam



mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan
cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal. ©
2. Penipuan
Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang
ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik.
Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP,
penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat
palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan
mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. ’
3. Investasi llegal/Bodong
Investasi ilegal atau investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal
dalam dunia investasi. Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan ditambah
bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang
dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah.
Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir
sebagian besar bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga
perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK. 8

E. Kajian Pustaka
Berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka
penulis mengkutip beberapa penelitian penulis terdahulu untuk menguatkan

penelitian ini sebagai berikut:

® Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum di Indonesia, Ditulis dalam
Rangka Proyek Pengembangan Kuliah Program Penunjang Bantuan Hukum, Indonesia Lembaga
KrimiNomorlogi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, hal.10.
" Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban
Investasi Bodong” Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017.

8 Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban
Investasi Bodong” Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017.



1. Penelitian yang dilakukan oleh Nando Mantulangi (2017) dengan judul
penelitian “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban
Investasi Bodong”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan dan bagaimana
upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis Nomorrmative. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan hukum investasi pada
umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada UndangUndang Nomor. 25
Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan
investasi langsung dari luar negeri Foreign Direct Investment (FDI) dan
investasi secara tidak langsung. Pengaturan hukum investasi secara khusus,
misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang
perbankan, maupun menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum
maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah
maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.kemudian Investasi bodong
atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari
masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena
melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo Undang-
Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378
KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan

penipuan investasi.’

® Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban
Investasi Bodong” Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rachmaningsih (2016) dalam skripsinya
yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang
Menerapkan Skema Piramida” Studi ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap Penipuan bisnis berkedok
yang menerapkan skema piramida. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui fakto-faktorapa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak
pidana dalam penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, apa
saja modus operasi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang
menerapkan skema piramida dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam
menanggulangi tindak pidana dalam penipuan bisnis berkedok yang
menerapkan skema piramida. Penelitian ini termask tipologi penelitian hukum
empiris. Hasil studi ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap
penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida masih belum
mencapai upaya maksimal, baik secara substansi hukum, struktur hukum,
maupun secara budaya hukum. Sampai sekarang masih belum adanya Undang-
Undang Khusus mengatur tentang penipuan berkedok yang menggunakan
skema piramida. Banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa juga
bagian dari akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Modus
operasi yang ditawarkan dari pelaku kepada korban juga hampir sama, yakni
menawarkan keuntungan pasti dari suatu modal yang diberikan. Seharusnya
hal yang mudah diketahi tersebut sudah bisa menjadi modal awal terhadap
aspek penegakan hukum dan upaya penanggulangan baik yang dilakukan
secara preventif maupun represif.1°

3. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Eflin Christy (2018) dengan judul
“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online”

dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana pertanggung

9 Dian Rachmaningsih, “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang
Menerapkan Skema Piramida” Skripsi Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta 2016 ).
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jawaban pelaku terhadap tindak pidana penipuan investasi online yang objek
penelitiannya adalah kasus perusahaan dream for freedom yang melakukan
kegiatan penipuan dengan kedok arisan berantai dengan skema piramida. Hasil
dari penelitian ini menunjukan bahwa Pertanggung jawaban pidana dalam
penipuan melalui investasi online hanya melibatkan pelaku orang perorang.
Meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum namun, pemidanaannya
ditujukan pada pelaku orang perorang. Hal ini juga terdapat dalam kasus
Dream For Freedom, meskipun Kkorporasi sebagai pelaku tetapi
pemmidanaannya hanya ditujukan kepada pengurusnya'*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Fitri dan Elvianti (2021) dengan judul
“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang
Memakai Skema Ponzi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban
skema ponzi Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
hukum Nomorrmatif. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum
ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-
Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal
103 UNDANG-UNDANG Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan
tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan
mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.*

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alba Liliana Sanchez, dan Mustagim, Agus
Satory (2020) judul “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus
Investasi Kajian Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2009 dan Undang-Undang

Nomor. 25 tahun 2007”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin lebih

11 Eflin Christy, “Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui investasi online”,
Jurist-diction volume 1 Nomor. 1, September 2018.

2 Winda Fitri dan Elvianti “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi
Bodong Yang Memakai Skema Ponzi”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9
Nomor. 3 (September, 2021)
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memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus
investasi. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologi hukum. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh polri terhadap
tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena
penyidik hanya menggunakan Pasal-Pasal KUHP dan undang-undang ITE.
Namun tidak menggunakan undang-undang Nomormor 42/2009, dan undang-
undang Nomormor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai
praktek penipuan online tersebut.*®

F.  Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain
yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan
penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta
yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu
suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan
menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.4
2. Sumber Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2
(dua) sumber yaitu:
a. Data Primer
Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari

sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara

13 Alba Liliana Sanchez, dkk, “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus
Investasi Kajian Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor.25 Tahun
2007, Jurnal crepido, volume 02, Nomormor 02, Nomorvember 2020, hal 70-84.

14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hal.
15
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langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.
Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga
perbankan, Akademisi, dan pihak-pihak yang terikat dengan kasus di teliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap
sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data
yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.'® Adapun data sekunder
adalah buku-buku tentang hukum perbankan, hukum KUHP dan Peraturan
Pemerintah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam
melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data
dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau
diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah.
Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui
prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh
secara langsung (primer) atau tidak langsung (sekunder) untuk keperluan analisis
dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset secara benar untuk
menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya untuk
memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.®

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan
menggunakan berbegai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara,
dan dokumentasi.}” Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui
prosedur:

a. Observasi

15 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
hal. 30

16 Rosady Ruslan. Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi), Cet. 3, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 27

" Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91.
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Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan
langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang
dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematik. Observasi juga
bisa dilakukan dengan cara bertindak sebagai partisipan atau Nomornpartisipan,
dapat juga dilakukan secara terang-terangan (overt observation) dihadapan
responden atau dengan melakukan penyamaran (covert observation) mengenai
kehadirannya dihadapan responden.*® Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu
benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku. Dalam
hal ini peneliti mengambil data observasi dengan mengamati secara langsung
penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode
survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden
(subjek).’® Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan atas
pertanyaan itu.?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstuktur dengan
responden/narasumber dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dalam melakukan
wawancara terstuktur ini peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape
recorder, gambar/foto, dan material lainnya yang dapat membantu peneliti dalam
mewawancara narasumber menjadi lancar.

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan

informasia) dan informan (seseorang yamg diasumsikan mempunyai informasi

18 1bid..., hal. 34

19 Rosady Ruslan, Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi), Cet. 3, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 23

20 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22 (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), hal. 186
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penting mengenai suatu objek) yang dipilih.?* Teknik wawancara mendasarkan
diri pada laporan tentang diri sendiri (selfreport), atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan atau keyakinan pribadi.??

Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi
struktur. Menurut SugioNomor jenis wawancara Semi terstuktur adalah
wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasahan
yang akan ditanyakan.?®

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan
informasia) dan informan (seseorang yamg diasumsikan mempunyai informasi
penting mengenai suatu objek) yang dipilih.?* Dalam hal ini penulis
mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) terwawancara (interviewe) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan
petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan
dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan pihak penegak hukum
mengenai kasus penipuan. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap
perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan

apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

21 Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal.
87

22 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cet. 22 (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), hal. 47

2 SugioNomor, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV
Alfabeta, 2013), hal. 68
24 Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal.

87
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Wawancara dilakukan dengan pihak korban penipuan dan penegak hukum
sehingga jumlah seluruhnya yang penulis wawancarai 5 orang. Adapun teknik
wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai
masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai
acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumentasi yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang
berhubungan dengan kelembagaan, administrasi, struktur organisasi, dan
sebagainya yang mendukung hasil penelitian nantinya.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya atau cara menyusun secara sitematis data yang
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
sendiri dan orang lain.

Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan
data-data tersebut. Dalam peneliti menggunakan analisis Nomorn statistik yang
sesuai dengan data deskriptif sehingga dalam menganalisis data pertama-tama
peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melaui
wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh
tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok
investasi. Gambaran tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai
dengan tujuan dan kegunaan peneliti dalam memperoleh suatu kecermatan.
Banyaknya data yang terkumpul belum menjamin hasil penelitiannya akan baik

begitu juga sebaliknya sedikitnya data yang terkumpul tidak dapat dipastikan hasil
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penelitiannya akan kurang memuaskan, oleh karena itulah setiap data yang
didapat/terkumpul diperlukan adanya analisis.

Penulis mengolah data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil
observasi dan wawancara. Artinya setiap data dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dimasukkan kedalam penelitian seadanya, kemudian mengambil
beberapa kesimpulan serta memberi saran-saran yang bersifat membantu
penyempurnaan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan
metode kualitatif. yaitu untuk menganalisis data atau jawaban yang telah
diperoleh dari narasumber atau responden tentang permasalahan yang berkaitan
langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian,
teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh obsevasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan
data lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang diteliti, sehingga mudah
dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.?®

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang
digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang
dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara
mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara
deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan
dokumentasi yang disertai cuplikan kalimat langsung dan komentar dari peneliti
berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan
penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman

intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas.

%5 SugioNomor, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2011), hal. 244.
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SugiyoNomor mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang
mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara
interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya
jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan data

conclusion drawing/verification.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang
sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama
peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.?® Peneliti akan
merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang
penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.?’ Peneliti berusaha
menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas. Sebagaimana data
yang penulis dapatkan dilapangan, selanjutnya penyajian yang dilakukan dengan
singkat dan jelas.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verivication)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang
telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola,

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan

26 bid..., hal. 247.
27 1bid..., hal. 249.



18

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan
kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali
jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah
melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian
yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir
dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari
pengolahan data.?®

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap
temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti
sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas tentang permasalahan

penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi.

5. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui trianggulasi.
Trianggulasi  merupakan tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
pembanding terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode
trianggulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil
penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada
kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang
diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan,
sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan

melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan

28 Miles Huberman, A.M, dan Saldana,J,Qualitative Data Analysis, Terjemahan Tjetjep
Rohindi Rohidi, Ul-Press,A Methods Sourcebook, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal.
74.
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keabasahan data dalam penalitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada
teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan Trianggulasi sumber dalam pencarian data, yang
dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.
Dengan demikian tujuan akhir dari trianggulasi adalah dapat membandingkan
informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada

jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dalam pembahasan karya
ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut
dibawah ini yang terdiri;

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnnya meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang Tinjauan umum Tindak pidana Investasi
ilegal/bodong serta dalam bab ini peneliti menguraikan terkait landasan atau pun
penjelasan terkait peraturan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah.

Bab tiga, sebagai bab pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang telah merumuskan yaitu mengenai tentang Bagaimana proses
hukum terhadap pelaku penipuan berkedok investasi oleh Yalsa Boutique
Muslimah Banda Aceh.

Bab empat, bab ini merupakan penutup dari keseluruhan karya ilmiah ini,
bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan menyangkut permasalahan

seputar topik penelitian serta harapan dari penulis untuk karya ini.



BAB DUA
PENEGAKAN HUKUM

A. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai
kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan
hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan
diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.?®

Menurut SoerjoNomor Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.*

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit
oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana
merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian,
penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara
nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut
kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang
dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut MoeljatNomor menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah

hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

29 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Rineka Cipta,
Jakarta:1990) Hal 58.

%0 SoerjoNomor Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Ul
Pres, Jakarta:1983), Hal 35.
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keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur

dan aturan-aturan, yaitu:3!

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di
sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan
tersebut.

d. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilainilai

yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap
perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk
menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam
kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai
tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang
satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan
hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala
karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh

hukum.

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama
dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang
sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum

tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu

31 MoeljatNomor, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, (Surabaya:1993), Hal.23.
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pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada
prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan
oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa,

hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari
segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas.
Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang
terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam
masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan
penerapan peraturan formal dan tertulis.Bahasa nasional dapat membedakan
pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dihubungkan
dengan konsep “hukum yang berlaku” dalam arti sempit, penerapan hukum dalam

arti luas disebut penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam
arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum
dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua
subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan
normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai
upaya aparat penegak hukum. tertentu untuk melindungi dan menjamin
penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa
bila diperlukan.12

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa konsep eksekutif kurang lebih
merupakan upaya untuk membuat undang-undang, baik secara sempit maupun
secara luas, sebagai pedoman perilaku. sebagai aparat eksekutif resmi yang

dipercayakan oleh undang-undang dengan tugas dan wewenang untuk
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memastikan berfungsinya standar hukum yang berlangsung dalam realitas

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.13
B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
a. Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses
produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal
melalui  kelompok-kelompok sosial dan individuindividu dalam festival
masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya
umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum
sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagali
kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat.
Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran
masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar
yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang

menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.
b. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan
hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak
hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus
memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka
harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran
(masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau

masyarakat luas.
c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan

berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang
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yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan
didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat

mencapai tujuan mereka.
d. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan
atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami
hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang
berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan
masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu,

masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.14

C. Pengertian Bantuan Hukum

Ada berbagai istilah dan nama bagi mereka yang pekerjaannya atau
profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan dan penasehat hukum kepada
pencarikeadilan baik yang di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.
Mereka ini sebenarnya mempunyai pekerjaan atau profesi yang terikat dengan
perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 dan 37 terdapat istilah
“Penasehat Hukum” yang berkewajiban memberi nasehat dan membantu
memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila,
hukum dan keadilan. Istilah penasehat hukum juga dijumpai dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76, Bab VII tentang Bantuan Hukum,
pada Pasal 69 hingga Pasal 74. Mengenai istilah penasehat hukum ini sangat erat
bahkan selalu dikaitkan dengan “Bantuan Hukum”.

Istilah “Bantuan Hukum” dipergunakan oleh Menteri Kehakiman dalam
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surat putusan Nomormor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang petunjuk
pelaksanaan bantuan hukum. Sementara itu Departemen Kehakiman
mempergunakan dua istilah, yakni pada periode sebelum 1970 dengan nama
“Advokat” dan pada periode setelah 1970 dengan nama “Pengacara” kedua
nama ini dipakai dengan nama surat pengangkatan bagi mereka yang bergelar
sarjana hukum dan mempunyai pekerjaan tetap di bidang advokatur.

Istilah pengacara berasal dari kata “Advokat” dalam bahasa Belanda,
sedangkan dalam bahasa latinnya kata “Advokat” berarti memohon. Pengertian
ini dalam perkara pidana mengandung arti dimana advokat bertindak sebagai
wakil atau kuasa dari rakyat dalam statusnya sebagai pembela tertuduh
sedangkan dalam perkara perdata advokat bertindak sebagai pendamping atau
kuasa dalam perkara perdata untuk meminta keadilan dalam pemeriksaan
perkara.

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen
Kehakiman secara umum memberikan pengertian tentang bantuan hukum
tersebut, yaitu bantuan memberikan jasa untuk:

a. Memberikan nasihat hukum;

b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk
menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisinan hukum
yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik di muka
pengadilan maupun di luar pengadilan;

c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh
melakukan kejahatan dalam perkara pidana.*?

Dari pengertian umum dapat diketahui pengertian bantuan hukum dalam
perkara perdata yaitu bantuan hukum memberikan jasa untuk bertindak sebagai
pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul

karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban

% Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman,
Penyuluhan Hukum Ketiga Tentang Bantuan Hukum, Edisi Kedua, 1982, hal. 11
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seseorang baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan sedangkan
pengertian bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diketahui, yaitu bantuan
memberikan jasa untuk bertindak sebagai pendamping atau pembela seseorang

yang dituduh melakukan kejahatan.

Adanya berbagai nama dan istilah tersebut menurut hemat saya,
disebabkan belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang kedudukan,
hak dan kewajiban sebagaimana profesional dalam memberikan jasa, pelayanan
nasihat serta bantuan hukum bagi pencari keadilan, yaitu Undang-undang tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pemberian Bantuan Hukum. Pengertian tersebut

dapat memberikan gambaran walaupun belum begitu sistematis.

“Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum ialah jasa memberikan nasihat

hukum di luar pengadilan atau bertindak baik sebagai pelaku dari

seseorang yang tersangkut perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam

perkara perdata atau tata usaha negara.”3

Secara umum bantuan hukum dapat diartikan segala kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang pelaksana bantuan hukum, misalnya advokat atau
pengacara untuk menyelesaikan masalah atau persoalan hukum baik di bidang
hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata usaha negara baik di muka
pengadilan maupun di luar pengadilan. Kegiatan bantuan hukum ini dapat
dilaksanakan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan kepada pelaksana
bantuan hukum. Apabila pengertian dimuka kebanyakan diberikan oleh kalangan
penegak hukum praktis, maka pengertian yang diberikan oleh kalangan
pendidikan tinggi hukum dikaitkan dengan tri darma perguruan tinggi khususnya
dibidang hukum dan kemanusiaan. Bantuan hukum dikaitkan dengan tri darma

perguruan tinggi dilakukan dengan jalan :

% Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum di Indonesia, Ditulis dalam
Rangka Proyek Pengembangan Kuliah Program Penunjang Bantuan Hukum, Indonesia Lembaga
KrimiNomorlogi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, hal.17.
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a. Memberikan konsultasi hukum;

b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pencari

keadilan untuk menjunjung tinggi Nomorrma-Nomorrma hukum;

c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata

kepada masyarakat.

Di dalam suatu masyarakat akan dijumpai pelbagai macam bantuan
hukum, dalam kaitan antara kebutuhan dengan pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Hal tersebut dihubungkan dengan sumber-sumber daya yang
tersedia, yaitu seseorang yang memberikan bantuan hukum sudah dapat
dimanfaatkan atau belum dipergunakan. Karena semua warga masyarakat yang
menghadapi masalah hukum mengharapkan adanya bantuan hukum. Hal ini
disebabkan karena letak wilayah negara kita yang begitu luas, sedangkan jumlah
bantuan hukum di negara ini masih terbatas. Meskipun dalam jumlah yang masih
terbatas ini diharapkan pelayanan bantuan hukum dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya bagi mereka yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan perkara.

Sedangkan yang membedakan bantuan hukum dengan jenis bantuan lain
dapat diambil suatu contoh seorang sarjana hukum yang bekerja pada suatu
instansi pemerintah, memberikan petunjuk kepada tetangganya. Tetangganya
kebetulan menghadapi kesulitan untuk menyusun suatu kontrak sewa-menyewa
rumah. Petunjuk yang diberikan tersebut bukanlah merupakan bantuan hukum
karena hanya diberikan secara insidentil. Demikian pula seorang jaksa
memberikan petunjuk kepada tetangganya mengenai bagaimana seharusnya
sikap seorang saksi di dalam sidang pengadilan atau kalau seorang polisi
memberikan penjelasan kepada kawannya mengenai prosedur memperoleh surat
izin bagi kendaraan umum.

Memang dapat dikatakan bahwa bantuan-bantuan jenis lain yang mungkin
juga merupakan profesi mempunyai rumusan dan ciri-ciri sebagaimana
diuraikan di atas. Namun pengacara dalam memberikan bantuan hukum harus

bekerja penuh (full time). Untuk dapat mendayagunakan waktu, pikiran dan
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tenaganya diarahkankegiatan memberikan bantuan yang sungguh-sungguh.

“Tugas rangkap dalam melaksanakan bantuan hukum sudah jelas
menimbulkan hambatan kelancaran proses penegakan hukum, dan
sekaligus mengurangi integritas yang bersangkutan dalam membela
kepentingan pencari keadilan yang dibantunya.”3

Mereka yang tugas rangkap harus melakukan pilihan antara tugas pokok

atau sebagai penasehat hukum.

Pada dasarnya pegawai negeri tidak dibolehkan melakukan praktek
hukum sebagai profesi. Hal ini dapat dimaklumi, karena akan
mengganggu tugas pokoknya sebagai pegawai negeri. Profesi pengacara
itu memerlukan pikiran, keterampilan, gerak cepat dan secara terus
menerus. Yang demikianini tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh pegawai
negeri, larangan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintan Nomor. 12
Tahun 1952. Atas dasar peraturan ini Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Edaran kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk
meNomorlak mereka yang berstatus pegawai negeri (termasuk ABRI)
melakukan pekerjaan pengacara/pembela di muka pengadilan negeri
kecuali mereka yang telah mendapat izin khusus dari
pembesar/atasannya karena membela kepentingan negara/pemerintah.3®

Maka bantuan hukum harus dilakukan secara terus menerus sebagai
suatu spesialisasi yang terorganisasikan. Sehingga tidaklah semua bantuan yang
diberikan oleh seseorang yang berhubungan dengan hukum dapat dikatakan

bantuan hukum, tetapi haruslah memenuhi-syarat untuk terpenuhi kriteria

daribantuan hukum tersebut.

1. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Sebagai makhluk yang kodratnya hidup bermasyarakat manusia
membutuhkan aturan agar satu sama lainnya hidup berdampingan secara aman
sebab hukum tidak akan terwujud begitu saja tanpa peran manusia. Bila suatu

ketika antara manusia sebagai bagian masyarakat timbul konflik atau masyarakat

34 Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 371.

% Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 371.
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itu sendiri terancam, maka pada saat itulah hukum yang telah disepakati bersama
sebagai tatanan berperan.

Maka bantuan hukum diharapkan mempunyai suatu komitmen sosial
untuk memberikan bantuan dibidang pelayanan hukum terutama bagi
masyarakat yang kurang mampu. Profesi pengacara dalam pemberian bantuan
hukum mempunyai tanggung jawab moral dalam masyarakat awam yang
dirugikan disebabkan ketidaktahuan atas hak-hak mereka. Untuk itu pengacara
disamping berpraktek memberikan pelayanan hukum secara komersial harus
juga menyisinkan waktunya untuk memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat yang lemahekoNomorminya. Karena pihak yang lemah kedudukan
dan status sosial serta dirugikan kepentingannya, tentu menaruh harapan
keadilan yang menjadi inti dari hukum bisa melindungi haknya.

Pengacara dalam memberikan bantuan hukum yang ditujukan kepada
masyarakat yang tingkat penghasilannya masih rendah terutama di desa dan
pinggiran kota dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum. Dilihat dari
kwantitasnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena
terbentuk pada keterbatasan dana. Meskipun begitu upaya penyuluhan hukum
bagi masyarakat yang bermukim di desa dan pinggiran kota telah
membangkitkan kesadaran yang menyangkut peran bantuan hukum sehingga
mereka tidak asing lagi dengan bantuan hukum tersebut.

Bantuan hukum kehadirannya di masyarakat dirasakan sangat penting
terutama bagi mereka yang berperkara baik itu di muka pengadilan maupun di
luar pengadilan. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak di
antara anggota masyarakat belum dapat menggunakan hak-haknya yang telah
diatur, dijamin dalam perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga
diharapkan masyarakat itu sendiri harus mengerti akan fungsi daripada bantuan

hukum ini.
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2. Dasar dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Landasan hukum bantuan hukum, adalah Undang-undang Nomor. 14
Tahun 1970, yang diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tersebut
kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981
sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Landasan
mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, masih sama dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 14
Tahun 1970, baru sampai tahap “Pemberian hak”. Dari Pasal-Pasal yang
ditentukan dalam Bab VII, Pasal 69 merupakan Pasal ulangan dari ketentuan
Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970,yang memberi
penegasan hak penasehat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat
ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Di dalam ketentuan Pasal 250 HIR menyatakan, bahwa bantuan hukum
Pasal 250 HIR hanya memperkenankan kepada terdakwa di hadapan proses
pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedangkan kepada tersangka pada proses
tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat
bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapatkan
dan berhubungan dengan seorang penasehat hukum pada semua tingkat
pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki tahap pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Sedangkan pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu di
dalam operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif
dalam penegakan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat
miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai
sumber dana dan posisi kekuasaan. Dengan pelayanan hukum yang diberikan
kepada anggota masyarakat yang memerlukannya, dapat diwujudkan kebenaran

hukum itu sendiri oleh pengacara selaku pemberi bantuan hukum dengan jalan
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menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat
tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Karena bantuan hukum bukan hanya
ditujukan merekayang kaya saja, tetapi juga diberikan bagi rakyat yang miskin

dan buta hukum.

Pemberian bantuan hukum tidak ada bedanya dengan penerima kuasa.
Pemberian kuasa oleh mereka yang berkepentingan dapat dilakukan dengan
surat kuasa khusus tersendiri yang ditulis dalam kertas bermeterai sesuai dengan
bunyi Pasal 123 ayat 1 HIR atau Pasal 147 ayat 1 Rbg.

Di dalam surat kuasa khusus, menurut Abdulkadir Muhammad, hal-hal
yangperlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah :

1. Identitas pemberi dan penerima kuasa yaitu nama lengkap

2. Apa yang menjadi pokok sengketa perdata

3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan, ini menjelaskan tentang

kekhususanisi kuasa dalam batas-batas tertentu

4. Memuat hak substitusi, hal ini perlu apabila penerima kuasa

berhalangan ia dapat melimpahkan kuasa pihak lain untuk menjaga
jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya penerima
kuasa.®

Sebenarnya khusus dalam perkara perdata diatur dalam HIR yang
menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada
ketentuan bahwa sebagai seorang pembantu atau wakil harus seorang sarjana
hukum atau ahli hukum.

Untuk menjadi seorang pengacara harus mempunyai izin yang sah, oleh
karena itu mereka harus memenuhi beberapa persyaratan. Berdasarkan
ketentuan yang berlaku, syarat-syarat untuk menjadi pengacara praktek diatur
dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomormor JP. 14/2/11 tertanggal

7 Oktober 1965 jo SK Menteri Kehakiman Nomormor 5/1965. Secara rinci, bila

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Alumni,
Bandung,1986, hal. 82
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menjadi pengacarapraktek harus menempuh :

Mengajukan Surat Permohonan (disertai meterai/di atas kertas

bermeterai secukupnya + Rp 1.000,-) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

setempat dengan dilampiri :

a.

I

k.

foto copy KTP yang masih berlaku;

. foto copy akte kelahiran yang sah;
. salinan ijasah Sarjana Hukum terakhir dari Perguruan Tinggi Negeri

atauyang disamakan;

. pernyataan diri tidak sedang berstatus sebagai pegawai negeri atau

ABRI,berusia 25 tahun dan surat pernyataan WNI;

daftar riwayat hidup;

surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat;

surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI bagi mereka yang pad

tanggal 30 September 1965 telah berumur 12 tahun;

surat keterangan dari kepala kantor pengacara/penasehat hukum, di

tempat pemohon bekerja yang menerangkan dengan sebenarnya,

bahwa pemohon;

- telah bekerja 3 tahun pada kantor tersebut;

- di kantor tersebut telah menangani masalah perkara-perkara perdata
sekurang-kurangnya 5 buah dan pidana 10 buah;

surat tanda bukti telah mengikuti penataran P-4 sedikitnya pola

pendukung 45 jam;

surat keterangan yang membuktikan bahwa pemohon telah lulus

ujiankode etik DPD Ikatan Penasehat Hukum;

bukti memiliki NPWP (Nomormor Pokok Wajib Pajak);

6 (enam) pas photo pemohon;

m. Membayar biaya administrasi Rp 50.000,-.%"

Setelah dinyatakan lulus, dan membayar biaya teknis ujian dan

administrasi sebesar Rp 50.000,- itu, diwajibkan mengucapkan sumpah di

hadapan KetuaPengadilan Tinggi.

D. Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak,

37 Forum Keadilan, Izin Praktek Pengacara, Edisi Desember, Nomormor 26, 1990,

hal.43.
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dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri
suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu
perkara.

Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.
Perdamaian dapat dicapai atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang sedang
bersengketa. Dalam usaha penyelesaian sengketa dengan perdamaian dilakukan
oleh para pihak dengan jalan mencegah timbulnya suatu perkara dan mengakhiri
suatu perkara. Maka sudah selayaknya di dalam pelaksanaan suatu perdamaian
tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan secara sukarela
atau mau sama mau. Dengan demikian hal tersebut tidak perlu terjadi apabila
suatu perdamaian yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak secara
sukarela, lalu pelaksanaannya di kemudian hari diingkari oleh salah satu pihak.

Dari pendapat WiryoNomor Prdjodikoro dapat disimpulkan bahwa

sebenarnya Pasal 1851 BW tersebut kurang tepat untuk dianggap sebagai
definisi atau perumusan dading, karena dalam Pasal tersebut tidak disinggung
tentang pengorbanan dari kedua belah pihak. Namun untuk menghilangkan
kekaburan atau keraguan mengenai pengertian dading, maka Pasal 1851 BW
dapat dijadikan pegangan walaupun Pasal ini bukan merupakan definisi yang
mencakup seluruh unsur. Unsur-unsur dading adalah :

a. Suatu persetujuan, dimana kesepakatan kedua belah pihak dibuat
dalam bentuktertulis.

b. Antara para pihak yang bersengketa, hanya para pihak yang
bersengketalah sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan untuk
melepaskan atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

c. Guna mencegah timbulnya suatu perkara atau mengakhiri suatu
perkara yang sedang berlangsung.

Apabila persetujuan perdamaian di atas baru dianggap sah, apabila dibuat

dalam bentuk tertulis dalam suatu perjanjian perdamaian, maka untuk sahnya
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suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.®

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian perdamaian harus mempunyai
kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian
dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan
(dwaling), dan penipuan (bedrog).

Dalam Pasal 1852 ayat 1 BW ditentukan, bahwa untuk mengadakan
suatu perdamaian diperlukan seseorang yang mempunyai kekuasaan melepaskan
haknyaatas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Maksud Pasal 1852
BW ini untuk dapat diadakan perdamaian orang tersebut harus mempunyai titel
yang sah dalam menguasai haknya. Hal ini adalah sangat penting, karena
merupakan syarat untuk diadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa
guna melepaskan atau mengorbankan sekedar haknya. Dengan demikian
perdamaian tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai
hak. Dengan Pasal 1852 ayat 1 BW ini, untuk tercapainya perdamaian hanya
dapat diselenggarakan, bila masing-masing pihak mempunyai hak menguasai.

Ini lazimnya ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa dading tidak boleh
diadakan mengenai kedudukan orang-orang dalam hukum perseorangan
atau kekeluargaan, seperti misalnya tidak boleh diadakan dading tentang
sahatau tidaknya suatu perkawinan, pengesahan seorang anak, sahnya
suatu pengakuan sebagai anak. Juga hak-hak ketatanegaraan tidak boleh
dimasukkan dading, seperti misalnya hak untuk memilih dan dipilih
menjadianggota-anggota badan-badan Perwakilan Rakyat.*°

3 Ipid..., hal. 305
% bid..., hal. 172.
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Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia
takut pada suatu ancaman. Misalnya, ia akan dianiaya atau akan dibuka
rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus
mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Jikalau yang
diancam itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh Undang-undang,
misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan
penyitaan barang itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang
menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan terjadi,
apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan
yang tidak benar, disertai dengan kelicikan, sehingga pihaklain terbujuk untuk
memberikan perizinan.

Kedua belah pihak dalam perjanjian perdamaian harus cakap bertindak
menurut hukum. Menurut Pasal 1330 BW orang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum yaitu :

1. Orang itu harus sudah dewasa, adapun dewasa disini adalah cukup
umur yaitu harus sudah berumur 12 tahun, atau dapat dikatakan bahwa

orang itu menurut hukum dipandang dewasa.

Misalnya : belum mencapai usia 21 tahun tetapi telah menikah.
2. Orang yang sehat pikirannya, maksudnya orang tersebut tidak ditaruh
di bawahpengampuan (curatele). Orang yang sehat pikirannya disini
adalah orang yang dapat menyadari hukumnya dari perbuatan yang
dilakukannya.
3. Tidak dilarang oleh hukum atau tidak dibatasi dalam hal melakukan
perbuatan hukum yang sah.
Jika terjadi suatu perjanjian dengan seorang yang tidak cakap bertindak
menurut hukum, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat, dan

pihak yang tidak cakap ini dapat diminta pembatalan perjanjian kepada hakim.
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Pada dasarnya hal-hal yang dapat membatalkan perdamaian tersebut
berlaku juga terhadap perdamaian yang diadakan di dalam maupun di luar
pengadilan. Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disetujui oleh
kedua belah pihak untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa perdata di
antara mereka. Dalam hal ini tidaklah mungkin para pihak akan mempengaruhi
pelaksanaanperdamaian, karena hal-hal yang menjadi obyek sengketa itu telah
disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dengan jalan
perdamaian. Disamping itu, para pihak bersedia melepaskan sebagian haknya
secara sukarela. Namun dalam praktek kadangkala sebagian masyarakat masih
ada yang tidak mentaati isi perjanjian yang mereka sepakati bersama itu,
sehingga timbul ingkar janji yang merupakan faktor penghemat dalam
pelaksanaan perdamaian pada umumnya.

Di dalam pembahasan di atas upaya perdamaian pengaturannya
ditentukan dalam hukum perdata materiil di dalam Pasal 1851 BW sampai
dengan Pasal 1864BW Buku I11 titel XV1II. Sedangkan dalam hukum perdata
formalnya atau dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 130 HIR yang
menentukan bahwa: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak
datang, maka pengadilan mencoba dengan perantaraan ketuanya akan
memperdamaikan mereka itu.”

Berdasarkan Pasal 120a HIR dapat dikatakan bahwa tidak ada keharusan
untuk menyerahkan suatu perkara perdata kepada hakim perdamaian desa,
karena mengenai suatu perkara perdata yang diputus oleh hakim perdamaian
desa masih bisa diajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak
terikat dengan putusan hakim perdamaian desa, tetapi hakim pengadilan negeri

akan mempertimbangkan putusan hakim perdamaian desa.
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E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Perdamaian

Sehubungan dengan judul skripsi saya ini, dimana dalam penyelesaian
perkara perdata dilakukan di luar sidang pengadilan melalui perdamaian yang
dilakukan oleh seorang pemberi bantuan hukum. Maka saya akan menjelaskan
bagaimana terjadinya perdamaian di luar sidang pengadilan. Sebelum
perdamaian terjadi, tentu harus ada perselisihan yang terjadi antaradua pihak
atau lebih. Setelah terjadi perselisinan salah satu pihak datang pada bantuan
hukum, supaya diadakan upaya penyelesaian perkara perdata. Disini pemberi
bantuan hukum sebelum menangani perkara perdata tersebut, pengacara atau
advokat selaku pemberi bantuan hukum biasanya mewawancarai kliennya
terlebih dahulu.

Pengacara atau advokat di dalam mewawancarai kliennya dilakukan
secara komplit, jelas dan mendetail. Klien di dalam memberikan keterangan dan
jawabanatas setiap pertanyaan kepada pengacara atau advokat selaku pemberi
bantuan hukum harus jujur, tidak boleh ditutupi, tidak boleh ditambah dan
dikurangi, haruslah terus terang apa adanya. Hal ini semua dilakukan untuk
kepentingan pengurusan dalam penyelesaian perkara perdata tadi yang
dilakukan oleh pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum. Kalau
kliennya tidak jujur, tidak menceritakan semua kejadian, masih ada yang ditutupi
maka hal ini akan menyulitkan pembelaan dan tentunya akan merugikan klien
sendiri. Setelah pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum
mengadakan wawancara atau memperoleh informasi dan mengumpulkan bukti
untuk sementara.

Maka pengacara atau advokat untuk melakukan penyelesaian sengketa
tentulah dibuat surat kuasa khusus. Setelah surat kuasa dibuat maka dibuatlah
suatu pengumpulan fakta (factfinding) apabila dianggap kurang, baik itu
pengumpulan fakta si klien maupun pengumpulan fakta si lawan dan jua perlu

dikumpulkan informasi dari orang-orang yang mengetahui duduk perkaranya
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tadi, disini untuk mengetahui dimana letak posisi kasus yang sebenarnya.

Maka pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum harus
dapat memilih atau menentukan langkah apa yang akan dilakukan, ke
pengadilan atau melalui perdamaian. Upaya perdamaian di dalam penyelesaian
perkara dapat dilakukan tindakan 2 (dua) cara :

1. Melakukan upaya perdamaian dengan tindakan preventif yaitu
mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi perkara ini belum sampai
terjadi di muka pengadilan, melainkan dilakukan dengan cara di luar

pengadilan.

2. Melakukan upaya perdamaian dengan tindakan represif vyaitu
menanggulangi atau dapat juga diartikan mengakhiri perkara yang
sedang berlangsung di pengadilan dengan melalui perdamaian
sehingga perkara yang sudah masuk tersebut dicabut.

Untuk menyelesaikan perkara perdata berdasarkan pada kedua upaya
tersebut di atas, tentulah didasarkan pada perkara tersebut sampai dimana
terjadinya. Apabila sengketa tersebut timbul belum sampai di pengadilan
sebaiknya diselesaikan dengan cara preventif, sedangkan untuk perkara yang
telahberlangsung di pengadilan diselesaikan dengan cara represif. Kalau dilihat
kedua upaya perdamaian tersebut di atas, maka upaya perdamaian yang
dilakukan dengan tindakan preventif adalah upaya yang terbaik. Hal ini
disebabkan apabila dilakukan upaya perdamaian dengan tindakan represif yaitu
perkara sudah berlangsung di pengadilan, disini membutuhkan biaya yang lebih
banyak, baik itu biaya hakim, panitera, panggilan, operasional, dan lain-lain.
Sedangkan upaya perdamaian dilakukan dengan tindakan preventif biayanya
lebih ringan.

Di dalam upaya pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh pemberi
bantuan hukum, yaitu pengacara atau advokat dengan melakukan pendekatan

manusiawi pada pihak lawan dengan cara melakukan perundingan (negosiasi).
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Perundingan (negosiasi) adalah suatu pertemuan antara dua pihak dengan tujuan
untuk mencapai suatu persetujuan. Persetujuan yang dimaksud adalah
persetujuan perdamaian, yaitu kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil
yang baik, demikeuntungan kedua belah pihak. Perundingan (negosiasi) sangat
bermanfaat bila dipergunakan di dalam penyelesaian perkara perdata di luar
sidang pengadilan dengan tujuan untuk tercapainya perdamaian yang dilakukan
oleh pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum.

Pertama yang perlu dilakukan seorang pemberi bantuan hukum di dalam
melakukan negosiasi setelah diadakan analisis fakta kasus seperti yang saya
sebutkan dimuka tadi, lalu kita lakukan pendekatan pada pihak lawan, yaitu
mencairkan suasana lebih bersahabat pada kita selaku pemberi bantuan hukum.
Adapun yang perlu dilakukan pemberi bantuan hukum di dalam mencairkan
suasana, yaitu dengan memberikan perhatian, kemanfaatan, kepercayaan pada
pihak lawan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, lalu terjadilah keterbukaan
lawan pada si pemberi bantuan hukum. Apabila keterbukaan sudah terjadi
barulah si pemberi bantuan hukum menggerakkan lawan tadi ke arah
permasalahan yang disengketakan dengan diikuti nasihat-nasihat yang
bermanfaat pada lawan tadi. Setelah permasalahan kita ungkapkan dengan
perbandingan dari sudut hukum, agama, sosial mengenai akibat negatif dari
sengketa tadi. Pengacara atau advokat selaku pemberi bantuan hukum di dalam
memberikan nasihat tentulah harus dapatmenutupi kelemahan kliennya tetapi
membuka kekuatan klien, kelemahan pihak lawan dan ancaman Pasal-Pasal
yang dilanggar berdasarkan Undang-undang yang berlaku, sehingga lawan akan
sadar benar.

Apabila lawan sudah sadar benar akan kelemahannya dan kekuatan klien
sehingga akan memberikan peluang pada kliennya pemberi bantuan hukum tadi
untuk diadakan perdamaian. Maka dirumuskanlah perdamaian diantara kedua
belah pihak yang saling menguntungkan. Perdamaian yang dibuat diluar

pengadilan disini dilakukan secara tertulis dihadapan Nomortaris, jadi
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perdamaian tersebut merupakan akta otentik. Mengenai perdamaian ini
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perdamaian yang dibuat dengan akta Nomortaris dapat menjamin
kepastian hukum sebab apabila salah satu pihak tidak mau atau enggan
melaksanakan isi dari akta persetujuan tersebut, maka pihak lain dapat meminta
eksekusi kepada pengadilan negeri. Di dalam Pasal 1858 ayat 1 BW, dinyatakan
“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu
putusan hakim dalam tingkat penghabisan.”

Berhasil atau tidaknya suatu usaha perdamaian (dading) adalah suatu
persetujuan antara para pihak, merupakan suatu kejanggalan apabila
pelaksanaannya mengalami hambatan yang datang dari para pihak sendiri.
Dengan demikian dapatlah dikatakan faktor utama tercapainya suatu perdamaian

adalah itikad baik di antara para pihak yang membuat persetujuan perdamaian.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem
peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari
sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik
yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia
untuk menyelesaikan perselisihnan danpencarian keadilan baik dalam perkara
sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama
untuk membawaperkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan
maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh
melakukan kejahatan.*°

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang
dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus
dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum
in concreto (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang
dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan
menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang
ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa,
pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan
peradilan adala sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan
atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.** Adapun Lembaga Badan
Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, berikut tabel
Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung.

“0pengadilan Negeri Banda Aceh. Diakses melalui https:/pn-bandaaceh.go.id, pada
tanggal 09 Agustus 2022.

“Hbid
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Tabel 3.1: Badan Peradilan Indonesia*?

42

Usaha Negara

Nomor Nama Lembaga Cabang
1 Badan Peradilan Umum a. Pengadilan Tinggi
b. Pengadilan Negeri
2 Badan Peradilan Agama a. Pengadilan Tinggi Agama
b. Pengadilan Agama
3 Badan Peradilan Militer a. Pengadilan Militer Utama
b. Pengadilan Militer Tinggi
c. Pengadilan Militer
4 Badan Peradilan Tata a. Badan Peradilan Tinggi Tata

Usaha Negara
Badan Peradilan Tata Usaha
Negara

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA) merupakan

pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Kewajiban Dan Wewenang MA menurut Undang-Undang Dasar 1945

adalah®®:

a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.

c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.

2. Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh berupaya memberikan pelayanan hukum

kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi

“42pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh. Diakses melalui https://www.pt-nad.go.id,
pada tanggal 19 Desember 2022.
“43pasal 51 Undang-Undang Nomormor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum


https://www.pt-nad.go.id/
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Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomormor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomormor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomormor 1-144/KMA/SK/I1/2011
tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat
dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomormor 362/DJU/HMO02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal
Standarisasi Website Pengadilan.**
a. Letak Geografis
Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya
di Jalan Cut Meutia Nomor 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2: Letak Geografis Peradilan Negeri Banda Aceh®

Nomor | Tata letak Perbatasan Luas
1 Sebelah berbatasan dengan JI. Cut | panjangnya 43,25
Timur Mutia m
2 Sebelah Barat | berbatasan dengan tanah | panjangnya 42,25
penduduk m;
3 Sebelah Utara | berbatasan dengan panjangnya 99 m
Kantor Polda Aceh
4 Sebelah berbatasan dengan panjangnya 108
Selatan Kantor Kejari m

b. Visi Pengadilan Tinggi Banda Aceh:
"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Agung"

4PTN Banda Aceh. Diakses melalui https://www.pt-nad.go.id, pada tanggal 09 Agustus
2022.

“5pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh. Diakses melalui https://www.pt-nad.go.id, pada
tanggal 09 Agustus 2022.
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c. Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Banda
Aceh.

B. Modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam Penipuan Berkedok
Investasi

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di
masyarakat. Bentuk penipuan yang sering dilakukan mulai dari penipuan
berbentuk hipNomortis, manipulasi data, dan masih banyak lagi dalam bentuk
lain. Salah satu yang sering terjadi adalah penipuan berbentuk investasi. Investasi
dengan keuntungan besar dan dalam waktu singkat memang terdengar
menggiurkan. Tidak mengherankan bila tawaran ini mampu mengajak dan
menjerat banyak orang. Walaupun sudah banyak yang menjadi korban, masih saja
ada yang tertipu dengan penipuan bermodus investasi ini. Target dari penipuan
investasi juga beragam, namun kebanyakan adalah mereka yang sekiranya tidak
memiliki pengetahuan tentang investasi.“® Oleh karenanya, penting bagi siapapun
untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan berkedok investasi. Disisi lain,
masyarakat juga harus mengetahui apa saja syaratnya bagi sebuah lembaga agar
dapat menjadi lembaga investasi secara legal.

Kemudian kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan sebanyak mungkin melalui cara tipu muslihat, sebagaimana
disampaikan oleh oleh Ibu Ermawani salah seorang korban penipuan Yalsa

Boutique, menurutnya:

46Dian Rachmaningsih, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang
Menerapkan Skema Piramida. Skripsi llmu Hukum, Ull Yogyakarta (2016). Diakses melalui
https://www. ejournal.warmadewa.ac.id, pada tanggal 09 Agustus 2022.
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“Modus yang disampaikan ke kami dengan memberikan harapan yang

besar seperti contoh saya menginvestasikan uang Rp. 1.000.000 nanti pas

sudah 1 bulan bakalan saya terima sebanyak Rp. 2.000.000 dan terus
seperti itu kelipatannya, namun itu semua tidak terjadi.”*’

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa modus yang di
lakukan oleh Yalsa Boutique adalah penipuan berkedok investasi dengan
meningkatkan penghasilan bagi korbannya, sehingga dengan peningkatan
penghasilan selama sebulan, korban akan tergiur dengan sebulan tanpa
melakukan pekerjaan apapun korban mendapatkan kenaikan investasinya, namun
semua itu tidak pernah terjadi pada si korban, sehingga investasi awal akan di
ambil oleh Yalsa dan korban tidak mendapatkan keuntungan bahkan modal
awalnya saja di gelapkan oleh Yalsa Boutique, kalau pun ada itu hanya terjadi di
awal saja, bukti bahwa mereka jujur, namun setelah itu kegiatan penipuan mulai
terjadi.

Salah satu teori yang kerap digunakan para pelaku cenderung berani
dalam mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi, teori ini disebut sebagai
teori speculative. Semua dibungkus dengan begitu menarik sehingga kegiatan
investasi tersebut terlihat sangat menguntungkan, namun dalam kenyataannya
kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada prosedurnya, skema
ini mengharapkan akan selalu ada investor baru yang akan bergabung. Dana dari
investor pertama akan dibayarkan kepada investor yang lebih dulu bergabung
sebagai bentuk keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, padahal

kenyataannya tidak ada usaha yang dijalankan.

Modus opini seperti penjelasan di atas terhadap kegiatan investasi bodong
berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam
pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menurut MoeljatNomor, ketentuan

pidana dalam Pasal ini adalah tentang perbuatan curang (bedrog). Meskipun

47 Hasil Wawancara dengan Ibu Ermawani (Masyarakat/ korban Penipuan Berkedok
Investasi), Pada Tanggal 29 Juli 2022.
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ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Pasal 46
UndangUndang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan
investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban
banyak orang yang menderita kerugian.*®

Banyak faktor atau sebab yang mendalangi Penipuan bisnis berkedok
investasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku hingga sekarang
masih saja menjamur di seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali masyarakat di
Kota Banda Aceh. Banyak faktor yang mengakibatkan seseorang atau lembaga
berani melakukan tindakan ini sebagaimana penjelasan Ibu Dian Alifia bahwa
faktor internal yaitu faktor yang timbul dari diri pelaku yang melakukan penipuan
usaha bisnis berkedok keberaniannnya dan juga modal nekat, yang kedua faktor
eksternal yakni faktor-faktor penyebab yang ditimbulkan oleh orang-orang atau
korban yang mengikuti bisnis berkedok investasi.*®

Mempengaruhi ketika masih sering didapatkan tawaran-tawaran terhadap
bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung.
Sebagaimana penjelasan dari Bapak Darmayasun, S.T, menurutnya:

“Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan
menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. mereka mengambil
dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan
usaha yang berkedok, baik itu menggunakan sistem penjualan langsung
maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi.” >

Dari penjelasan di atas bahwa pelaku memanfaatkan ketidaktahuan

masyarakat sehingga mudah untuk dikelabui untuk melakukan usaha dengan cara

48 Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

49 Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi Aceh),
Pada Tanggal 27 Juli 2022.

%0 Hasil wawancara dengan Bapak Darmayasun, (Masyarakat/ korban Penipuan Berkedok
Investasi), Pada Tanggal 29 Juli 2022.
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yang tidak sehat dan pastinya memiliki motif dalam melakukan kegiatannya.
Seorang pelaku usaha yang sering ditangkap dan di proses di ranah hukum selalu
mengakui bawasanya faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan
kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat
kejahatan.

Pelaku usaha bisnis berkedok yang mengandalkan skema piramida
sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-
banyaknya dari masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara
yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif
dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis
berkedok ini menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP.>!

Hal ini disebabkan karena pelaku usaha meraup keuntungan dengan cara
menggelapkan dana peserta yang berada dalam kekuasaannya. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Ibu Gusrima, menurutnya:

“Selama ini kami telah memberikan dana investasi kami, awalnya mereka

menyampaikan bahwa akan melipat gandakan dana investasi kami,

hasilnya akan kami peroleh sebulan kemudian, awalnya memang saya

memperoleh keuntungan dari investasi ini, itu cuma pertama saja, setelah

itu kami tidak mendapatkanya lagi”>2

Melihat dari jawaban yang disampaikan bahwa Yalsa Boutigoe melalukan
berbagi cara yang dihalalkan oleh pelaku untuk mengajak korban supaya masuk
dalam modus yang ditawarkannya. Tetapi pada dasarnya skema ini adalah model

bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian

51 Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
52 Hasil Wawancara dengan lbu Gusrima (Masyarakat/korban Penipuan Berkedok
Investasi), Pada Tanggal 29 Juli 2022.
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besar untuk pendaftaran atas orang-orang yang msuk kedalam skema tersebut
dibandingkan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi makin masifnya kegiatan bisnis
ilegal jika dilihat dari sisi korban, adalah pola pikir masyarakat yang masih
beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung dengan bisnis yang
sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Untuk bisnis dibidang
perdagangan, perolehan barang yang cepat tanpa harus repot-repot menjadi
pilihan menggiurkan bagi sebagian orang. Ditambah dengan asumsi awal bahwa
mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila ingin bergabung
bersama bisnis yang mengatasnamakan, seperti direct selling maupun bisnis

investasi.

C. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bisnis Berkedok Investasi

Investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan
yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik
pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak
berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. investor menjadi penting sekali, oleh
karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh
kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum,
Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara
sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP,
Pasal 46 Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang
Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum
yang berkaitan dengan penegakan hukumnya.*?

Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong

selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan

S3pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang
merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

“Para korban investasi bodong umumnya adalah orang-orang yang sudah
memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah
terbujuk untuk menginventasikan dananya pada perusahaan yang tidak
jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai
suatu badan usaha”.%*

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa calon korban yang
mudah terperangkap dalam modus rayuan pihak penipu ini mereka yang memiliki
kemampuan ekoNomormi keatas, mereka cenderung tidak berhati-hati dalam
menyeleksi lembaga atau komunitas investasi yang baru dan belum teruji
eksitensinya, sehingga mereka sangat mudah untuk terjerumus dalam dogaan
penipu.

Oleh sebab itu, dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi
bodong terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan)
sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor. 10
Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta
yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor.
10 Tahun 1998, ditentukan bahwa sebagaimana penjelasan Ibu Dian Alifia:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan,
yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud
dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan
perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu
atau terhadap kedua-duanya.” *°

Dia juga menambahkan bahwa pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang
Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa:

5 Hasil Wawancara dengan lbu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi
Aceh), Pada Tanggal 27 Juli 2022.
%S1bid.., 27 Juli 2022.
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“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan
terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu
dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu”.®

Di antara berbagai tindak pidana yang dilakukan di masyarakat, kejahatan
penipuan bisnis sering terjadi, dan dapat dilihat bahwa kecerdikan pelaku
kejahatan penipuan yang semakin rumit di lapangan karena berbagai bentuk dan
insiden semakin meningkatnya kejahatan bisnis. Penipuan yang terjadi di
masyarakat adalah praktik yang sangat tercela, tetapi perbuatan jahat pelaku ini
jarang dilaporkan ke polisi. Akibatnya, penipuan yang terjadi dalam skala kecil
yang tidak dilaporkan olehkorban membuat pelaku penipuan tersebut bertahan,

dan akhirnya pelaku penipuan menjadi kejahatan skala besar.

Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378
KUHP. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan berkedok
investasi yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan sejumlah cara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dian Alifia bahwa:

Pertama, melawan hukum dengan cara yaitu sengaja
menguntungkan/memanfaatkan diri sendiri maupun orang lain dengan
memprovokasi dimana niat tersebut bertentangan dengan undang-undang.
Kedua, menggunakan martabat/status palsu berupa jabatan yang
disebutkan/digunakan oleh seseorang, gelar itu memiliki/menciptakan
hak tertentu, kenyataan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak
khusus  tersebut.  Ketiga, serangkaian  kebohongan  berupa
perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar, tetapi menimbulkan
kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu
muslihat  berupa perilaku/perbuatan  dimana tindakan pelaku
menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan
yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya,
tertarik, atau terpesona. Keempat, membujuk atau mempengaruhi
seseorang yang dimana memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu
barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.”>’

%6pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
57 Hasil Wawancara dengan lbu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi
Aceh), Pada Tanggal 27 Juli 2022.
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Dari penjelasan tersebut melahirkan pandangan bahwa perlindungan
terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena
masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan
investasi , baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena
keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum
dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang- Undang
Nomormor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomormor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan
dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau
maraknya penipuan berkrdok investasi, juga tidak terpisahkan dari upaya
mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran

masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dapat tercipta dan terlaksana
dengan baik jika para penegak hukum dan pihak yang dirugikan dapat bekerja
sama dengan baik. Seperti ketika aparat penegak hukum telah membuat suatu
strategi atau upaya penegakan hukum yang akan dilakukan, kiranya pihak yang
dirugikan dapat disiplin dalam membantu upaya aparat penegak hukum dengan
memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh aparat penegak hukum secepat
mungkin, siap dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta
mempersiapkan diri kembali jika dibutuhkan.

Selanjutnya mengenai penipuan berkedok investasi, Secara teoritis dan
praktis, ada beberapa penyelesaian sengketa oleh aparat penegak hukum dalam
menangani modus penipuan berkedok investasi, sebagai berikut:

1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah
kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan
dengan modus investasi bodongbelum secara tegas diatur dalam suatu

undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku.
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Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu
Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat
tahun.

2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga
kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam
masyarakat menggunakan caracara persuasif, seperti himbauan oleh

aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tertentu.

Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi
bodong ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat
Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya yang belum memahami tentang
modus investasi bodong, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas
bekerja yang masih banyak terdapat di Kota Banda Aceh, hal inilah yang harus
dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh pihak kepolisian

dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan
modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan,
sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dian Alifia antara lain:

“kami akan melakukan proses penegakan hukum apabila melalui beberapa
tahap seperti laporan yang berasal dari masyarakat, penunjukan,
penyelidiakan dan terakhir penengkapan.” °®

Adapun proses pelaporan yang berasal dari masyarakat akan dilakukan
setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus
penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan
dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-

benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan.

%8 Hasil Wawancara dengan lbu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi
Aceh), Pada Tanggal 27 Juli 2022.
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Sedangkan penunjukkan pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan
penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Penyelidikan dilakukan
oleh Anggota polisi yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang
masuk dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi investasi
bodong, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan
alat bukti maupun mencari saksi-saksi.Terakhir anggota polri yang telah
melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan identitas pelaku
dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

Ditinjau dari praktik penipuan berkedok investasi dengan berbagai modus
investasinya sebagaimana yang dilakukan oleh Yalsa Boutique tentunya
merupakan pelanggaran terhadap KUHPerdata (Pasal-Pasal terkait perjanjian),
KUHPidana (Pasal-Pasal terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan), dan
Undang-Undang Nomormor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Kemudian pengaturan hukum investasi pada umumnya di
Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007
tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi
langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI) dan investasi secara
tidak langsung.

Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk
menempatkan dananya dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan
keuntungan atau laba. Adapun dari hasil wawancara penulis dengan pihak
penegakan hukum terkait dengan tindak pidana terhadap bisnis berkedok
investasi, sebagai berikut.

1. Substansi Hukum.>®

%9 Hasil Wawancara dengan lbu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi
Aceh), Pada Tanggal 27 Juli 2022.
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Para pelaku penipuan berkedok investasi selama ini umumnya hanya
dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP yang Nomortabene adalah rumusan Belanda,
banyak hal yang didalamya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan
Money Game terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan
menggunakan lexs specialis belum bisa diterapkan dalam menanganan kasus
bisnis berkedok investasi. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku usaha
bisnis berkedok untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat
dikategorikan sebgai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378
KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan
karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya
memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,
dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya

empat tahun”. ¢

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok investasi
menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan
sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 372
berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu
barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang
lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum
karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*. ¢

2. Struktur Hukum®?

80pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

61 Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
52 Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi Aceh),

Pada Tanggal 27 Juli 2022.
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Terkait dengan kebijakan kriminal yang dapat ditempuh oleh penyidik
dalam hal ini kepolisian secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara,
yaitu: upaya penal dan upaya Nomorn-penal.

“Walaupun pada kondisi yang sebenarnya dibeberapa kasus, aparat

kepolisian dapat melakukan lidik terlebih dahulu untuk mengetahui muara

bisnisbisnis ilegal yang terjadi dimasyarakat, namun hal itu tetap harus
didukung dengan adanya laporan dari korban atau orang yang merasa
telah tertipu dengan Penipuan bisnis berkedok investasi”.®®

Jika kembali lagi dengan penjelasa diatas maka penanggulangan
kejahatan bisnis berkedok akan menjadi terlambat, sebab selama ini masyarakat
yang menjadi korban selalu terlambat melaporkan pelaku kepada aparat
kepolisian. Kebanyakan korban masih berharap perusahaan berkedok yang
mereka ikuti tersebut terus beroperasi agar uang mereka tidak hilang.

Maka dari itu peran dari struktur hukumnya sendiri semestinya harus
diperbaharui, jika pelaku bisnis berkedok memanfaatkan kecanggihan
perkembangan tekNomorlogi, setidaknya aparat penegak hukum harus lebih
menguasai pekembangan zaman dengan memperluas ilmu dapat mengimbangi
modus kejahatan yang semakin canggih di masyarakat.

3. Budaya Hukum.%

Perangkat hukum maupun proses penegakan hukum sangat berpengaruh
terhadap budaya hukum. Pengaruh budaya hukum yang menjadikan hukum hanya
sebagai alat kekuasaan dan alat mencari keuntungan materi. Mafia hukum
merajalela sehingga melemahkan Kinerja aparat dan lembaga penegak hukum
seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Bukan hanya itu, peran media
massa secara sadar maupun tidak turut menjadi penyebab maraknya bisnis

berkedok investasi yang menggunakan skema piramida. Masih massif dijumpai

83 Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi Aceh),
Pada Tanggal 27 Juli 2022.

54 Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Alifia, (penegak hukum di Mahkamah Tinggi Aceh),
Pada Tanggal 27 Juli 2022.
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pemberitaan-pemberitaan yang salah akibat kekeliruan terhadap perbandingan
antara bisnis penjualan langsung yang sehat dengan bisnis penjualan langsung
yang berkedok investasi.

Oleh karena itu, Budaya hukum baik masyarakat maupun dari sistem
hukumnya sendiri mestinya harus berjalan beriringan ke arah yang lebih baik,
lebih mensosialisasikan kesadaran dari pemerintahnya sendiri, serta upaya
pencegahan dan penanggulangan dari masyarakat.

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh memvonis bebas
pemilik Yalsa boutique Siti Hilmi Amirulloh dan Syafrizal dalam kasus investasi
bodong Rp 164 miliar.Majelis Hakim yang diketuai Jamil memutuskan pasangan
suami istri itu bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut
masing-masing 15 tahun penjara."Membebaskan para terdakwa dari tuntutan
penuntut umum dan memulihkan hak dalam kedudukan kemampuan serta harkat
dan martabatnya,” kata majelis hakim Jamil, dalam sidang dengan agenda
pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (22/12).Selain
memutuskan bebas dan memerintahkan jaksa mengeluarkan keduanya dari
tahanan, majelis hakim juga memutuskan aset para terdakwa yang disita dapat
dikembalikan.

2. Tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Hukum

Kejaksaan Tinggi Aceh mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan
Negeri Banda Aceh yang meNomorlak menyidangkan perkara investasi bodong
Yalsa Boutique. Permohonan kasasi diajukan pada 3 Januari 2022 dan memori
kasasi diserahkan pada 10 Januari 2022.“Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana
karena (PN Banda Aceh menilai) perbuatan mereka dalam mengelola investasi itu
bukan tindak pidana,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, Rabu, 19
Januari 2022.Kejaksaan menetapkan pasangan suami-istri, Siti Hilmi Amirulloh
dan Syafrizal, sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka dituntut melanggar
Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1)
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KUHPidana dan Pasal 3 UNDANG-UNDANG RI Nomormor 8 Tahun 2010
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan, kata Munawal, juga meminta seluruh barang bukti
dikembalikan kepada keduanya. "Selanjutnya kita tunggu putusan dari MA.
Memorinya sudah kita serahkan,” kata Munawal.Siti Hilmi Amirulloh dan
Syafrizal diancam hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 8 miliar.
Kejaksaan meyakini keduanya menyebabkan kerugian sejumlah anggota

masyarakat sebesar lebih dari Rp 164 miliar

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi
dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tindak pidana penipuan dan
pencucian uang Yyang dilakukan secara bersam-sama dan berlanjut
dengan terdakwa Owner Yalsa Boutique.Dalam putusan
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomormor : 456 K/Pid/2022 tanggal 7 Juni 2022,
yang diterima Serambinews.com, MA mengabulkan permohonan Kasasi oleh
JPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomormor :
269/Pid.Sus/2021/ PN Bna tanggal 22 Desember 2021 yang memvonis bebas
terdakwa investasi bodong Yalsa Boutique.

PIt Kasi Penkum Kejati Aceh, Ari Rasab Lubis dalam keterangan persnya
mengatakan, bahwa terdakwa Owner Yalsa Boutique Syafrizal Bin Razali telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
dan pencucian uang yang dilakukan secara bersam-sama dan berlanjut.
"Terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar," kata
Ali, Selasa (5/7/2022).1a mengatakan, jika denda tersebut tidak dibayar, maka
akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, barang bukti
Nomormor 1 sampai dengan barang bukti Nomormor 863 yang diuraikan dalam

tuntutan JPU kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Desember 2021,


https://aceh.tribunnews.com/tag/jaksa-penuntut-umum
https://aceh.tribunnews.com/tag/terdakwa-owner-yalsa-boutique
https://aceh.tribunnews.com/tag/mahkamah-agung-ri
https://aceh.tribunnews.com/tag/serambinews
https://aceh.tribunnews.com/tag/terdakwa-owner-yalsa-boutique
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dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Siti Hilmi Amirulloh
Binti Sukahar.

Sebelumnya, pada 23 Desember 2021 lalu, Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Banda Aceh yang dipimpin oleh Hakim Muhammad Jamil, telah
memvonis bebas terdakwa Syafrizal dari segala tuntutan hukum oleh JPU.Vonis
bebas tersebut dikeluarkan, lantaran hakim berpendapat, bahwa perbuatan
terdakwa bukan merupakan tindak pidana.Atas putusan tersebut, JPU mengambil
upaya hukum dengan mengajukan Kasasi ke Mahakamah Agung Berdasarkan
Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomormor:114/PUNDANG-UNDANG-X/2021 dan sesuai dengan Pasal 253
ayat 1 KUHAP."MA kemudian menerima putusan



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara,
dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam penipuan berkedok
investasi ini dilakukan dengan tawaran bahwa akan melipatkan
keuntungan bagi korban terhadap hasil dari investasi yang diberikan,
sehingga dengan demikian korban tidak perlu berkerja hanya menunggu
hasil untuk di peroleh yang pasti akan meningkat dari sebelumnya,
tawaran ini sangat menggiurkan bagi korban, sehingga korban pun
berbondong-bondong menyalurkan dana yang akan di investasikan
kepada Yalsa Boutique, pada awal berjalan sesuai dengan janji yang di
berikan pihak penipu, namun setelah korbanya merasa yakin dengan
menambahkan investasinya, barulah pihak Yalsa Boutique melakukan
kejahatan dengan melakukan penggelapan investasi tersebut.

2. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong oleh
Yalsa Boutique Muslimah di Banda Aceh menurut hukum positif diatur
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat
(1). Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang seseorang
dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana apabila
mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan. Pada Pasal 378 KUHP hanya membahas tindak
pidana secara pokok dan pada Pasal 64 ayat (1) dijelaskan bahwa
apabila terdapat gabungan tindak pidana maka yang diterapkan
adalah ancaman tindak pidana pokok yang paling berat. Sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana penipuan, yaitu penjara paling lama 4
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tahun. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana penipuan
dapat dikategorikan dalam sumpah palsu, yang diberikan sanksi dengan
JarimahTa zir. Dimana sanksi yang akan diberikan nantinya tergantung
pada kewenangan penguasa demi terealisasikannya kemaslahatan umat.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukkan

dan gambaran bagi pembaca secara umum, diantaranya:

1. Hendaknya segala aturan hukum yang mengatur tentang sanksi tindak
pidana penipuan sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama tentang
Undang-Undang.

2. Hendanya ada aturan khusus tentang investasi atau ada Pasal khusus
yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk

berinvestasi agar lebih jelas penetapan sanksi bagi pelakunya.
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